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PEDOMAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA
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BADAN USAHA PELABUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 1996 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 telah ditetapkan
pedoman penetapan tarif bongkar muat petikemas (container) di
dermaga konvensional di pelabuhan yang diusahakan;

bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran
nasional, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan
penyempurnaan terhadap pengaturan pedoman tarif pelayanan
jasa petikemas (container) di dermaga konvensional di
pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pedoman penetapan
tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas (container) di
dermaga konvensional di pelabuhan yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Pelabuhan dengan Peraturan Menteri
Perhubungan;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493;



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Pelabuhan |, Il, Ill dan IV menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) Pelabuhan |, II, lll dan IV (Lembar Negara Tahun
1991 Nomor 74, Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 75,
Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 76, dan Lembaran Negara
Tahun 1891 Nomor 77),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4145);

Peraturan PresidenNomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun
2006;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tanun 1985
tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan
ke Kapal;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN  TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA
BONGKAR MUAT PETIKEMAS (CONTAINER) DI DERMAGA
KONVENSIONAL DI PELABUHAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
di sekitarnya dengan batas-batas sebagai tempat kegiatan
Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai
tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau
bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi.



Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaran pelabuhan dan kegiatan lainnya
dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat
perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong
perekonomian nasional dan daerah.

Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan
untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang dikelola
oleh badan usaha pelabuhan.

Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP
adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa
kepelabuhanan di pelabuhan umum.

Dermaga konvensional adalah dermaga untuk melayani
kegiatan bongkar muat barang umum secara konvensional.

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar petikemas dari atas
dek/dalam palka kapal ke atas chassis/tongkang, atau memuat
dari chassis/tongkang ke dalam palka/ke atas dek kapal dengan
menggunakan derek kapal atau derek darat, termasuk di
dalamnya kegiatan mengikat/melepas petikemas di lampung
kapal (tackle/untackle).

Haulage adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan
menggunakan trailler/chassis dari sisi lambung kapal ke
lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya dalam area

terminal yang sama.

Trucking adalah pekerjaan mengangkut petikemas dengan
menggunakan trailer/chassis dari sisi lambung kapal/lapangan
penumpukan petikemas ke luar area terminal atau ke lapangan
penumpukan petikemas pada area terminal yang berbeda, atau
sebaliknya.

Lift on / lift off adalah pekerjaan mengangkut petikemas dari
lapangan penumpukan ke atas chassis, dari chassis ke chassis

lain, atau sebaliknya.

10.Angsur adalah pekerjaan memindahkan petikemas dari satu

tempat ke tempat ke tempat lain dalam satu lapangan
penumpukan petikemas.

11. Stripping adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam
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petikemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.






